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BAB II 

PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAN AKAD MUDHARABAH 

 

A. Pembiayaan Modal Kerja 

1. Pengertian Pembiayaan 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari 

pengertian I belive, I trust, yaitu ‘saya percaya’ atau  ‘saya 

menaruh kepercayaan‘. Perkataan pembiayaan yang 

artinya kepercayaan  (trust)  yang berarti bank menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan 

amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. 

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan 

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas 

serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
1
 

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan.
2
 

                                                           
1
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Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah 

teknisnya aktiva produktif  menurut ketentuan bank 

Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik 

dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Syariah 

penempatan modal, penyertaan modal sementara, 

komitmen dan kontinjensi pada rekening administatif 

serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.
3
 Menurut undang-

undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
4
 

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa 

pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya 

diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk 

mendirikan perusahaan dan sebagainya. Kemudian 

dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima 

pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah 

                                                           
3
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,Jakarta: Rajawali 

Press.2014,h. 302. 
4
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya,Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2012, h. 85. 
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disepakati bersama antara kedua belah pihak (kreditur dan 

debitur).  Yang mana dalam perjanjian tersebut tercakup 

hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu 

pengembalian dan nisbah bagi hasil yang diperoleh. 

Dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pembiayaan 

yang sulit dihindari tersebut, maka bank syariah akan 

mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas 

pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. 

2. Unsur pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar 

kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan 

adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa 

prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini 

dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai 

dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati 

bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam 

pembiayaan tersebut adalah  

a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan 

(shahibul maal) dan penerima pembiayaan 

(mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan 

penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja 

sama yang saling menguntungkan, yang diartikan 

pula sebagai kehidupan saling tolong menolong. 
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b) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada 

mudharib yang didasarkan atas prestasi, yaitu 

potensi mudharib. 

c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak 

shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji 

membayar dari mudharib kepada shahibul maal. 

Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, 

tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument 

lain. 

d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari 

shahibul maal kepada mudharib. 

e) Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu 

merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan 

terjadi karena unsure waktu, baik dilihat dari 

shahibul maal maupun dilihat dari mudharib. 

Misalnya, penabung memberikan pembiayaan 

sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang 

akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan 

karena adanya jarak waktu antara produksi dan 

konsumsi. 

f) Adanya unsur resiko (degree of risk) baik di pihak 

shahibul maal maupun di pihak mudharib. Resiko di 

pihak shahibul maal adalah resiko gagal besar (risk 

of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman 



19 
komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman 

konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. 

Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari 

pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal 

yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal 

untuk mencaplok perusahaan yang diberi 

pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.
5
 

3. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat 

makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. 

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakatn 

yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan 

adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 

ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan 

taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya 

untuk pengembangan usaha membutuhkan dana 

tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh 

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus 

                                                           
5
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 701-

711. 
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dana menyalurkan kepada pihak minus dana, 

sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya 

pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat 

usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. 

Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan 

tanpa adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan 

dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan 

dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan 

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah 

atau membuka lapangan kerja baru. 

e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat 

usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, 

berate mereka akan melakukan aktifitas kerja, berarti 

mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil 

usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 

pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan 

terdistribusi pendapatan. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam 

rangka untuk : 

a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap 

usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, 

yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat 
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menghasilkan laba maksimal maka mereka 

perlu dukungan dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha 

yang dilakukukan agar mampu menghasilkan 

laba maksimal. Maka pengusaha harus mampu 

meminimalisir risiko yang mungkin timbul. 

Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh 

melalui tindakan pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya 

sumber daya ekonomi dapat dikembangkan 

dengan melakukan mixing antara sumber daya 

alam dan sumber daya manusia, dan sumber 

daya modal. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam 

kehidupan masyarakat ini ada pihak yang 

memiliki kelebihan sementara ada pihak yang 

kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah 

dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan 

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (suprlus) kepada pihak yang 

kekurangan (minus) dana.
6
 

                                                           
6
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking...., h. 681-682. 
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Sehubungan dengan aktivitas bank islam, maka 

pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi 

bank islam, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam 

adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, 

yakni: 

a. Pemilik 

Melalui sumber pendapatan diatas, para pemilik 

mengharapkan akan memperoleh penghasilan 

atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

b. Karyawan 

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan 

dari bank yang dikelolanya. 

c. Masyarakat. 

1) Pemilik dana 

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan 

dari dana yang diinvestasikan akan 

memperoleh bagi hasil. 

2) Debitur 

Para debitur dengan menyediakan dana 

baginya mereka terbantu guna 

menjalankan usahanya (sector produktif) 

atau terbantu untuk pengadaan barang 

yang diinginkan (pembiayaan) konsumtif. 
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3) Masyarakat umumnya konsumen 

Mereka dapat memperoleh barang-barang 

yang dibutuhkannya. 

d. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah 

terbantu dalam pembiayaan pembangunan 

Negara, disamping itu akan memperoleh pajak 

(berupa pajak penghasilan atas keuntungan 

yang diperoleh bank dan juga perusahaan – 

perusahaan). 

e. Bank 

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari 

penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat 

meneruskan dan mengembangkan usahanya 

agar tetap bertahan dan meluas jaringan 

usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat 

yang dapat dilayaninya.
7
 

4. Fungsi Pembiayaan 

Berdasarkan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana 

disebutkan di atas, serta mengacu kepada tujuan pendirian 

bank, maka pembiayaan secara umum memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

                                                           
7
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah...., h. 303. 
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Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya 

guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja 

tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. 

Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut 

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa 

oleh si penerima pembiayaan. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalukan 

akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, 

sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan 

memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat 

digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang 

yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 

d. Meningkatkan peredaran barang 

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar 

arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, 

sehingga jumlah barang yang beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau 

pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang 

yang beredar. 

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi 



25 
Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan 

sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya 

pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian 

dapat pula pembiayaan membantu dalam mengekspor 

barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga 

meningkatkan devisa negara. 

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat 

meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si 

nasabah yang memang modalnya pas pasan. 

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan 

semakin baik, terutama dalam hal meningkat 

pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya 

membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula 

mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi 

masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat 

meningkatkan pendapatannya seperti membuka 

warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa 

lainnya. 

 

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 
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Dalam hal pinjaman internasional akan dapat 

meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima 

pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. 

Pemberian pembiayaan oleh negara lain akan 

meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.
8
 

5. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank 

islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada 

dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek 

diantaranya.
9
 

a. Pembiayaan menurut tujuan 

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi : 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam 

rangka pengembangan usaha 

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang 

dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan 

investasi atau pengembangan barang konsumtif. 

b. Pembiayaan menurut jangka waktu 

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan 

menjadi: 

                                                           
8
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya..., h. 89-90. 

9
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 686. 
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1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun 

2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun 

3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan 

dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak 

produktif yaitu: 

Menurut jenis aktiva produktif 

a. Pembiayaan dengen prinsip bagi hasil meliputi: 

1) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudhrabah adalah transaksi 

penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 

maal) kepada pengelola dana (mudharib) 

untuk melakukan usaha tertentu sesuai 

syariah, dengan pembagian hasil usaha. 

2) Pembiayaan ijarah 

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa 

suatu barang dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa.
10
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Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah...., h. 312. 
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3) Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik wa 

iqtina 

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik wa 

iqtina adalah transaksi sewa- menyewa 

antara pemilik objek sewa dengan penyewa 

untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa 

yang disewakan dengan opsi perpindahan 

hak milik objek sewa.
11

 

b. Surat berharga syariah 

Surat berharga islam adalah surat bukti 

berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang 

lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau 

pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, 

sertifikat dana syariah dan surat berharga 

lainnya berdasarkan prinsip syariah. 

c. Penempatan 

Penempatan adalah penanaman dana Bank 

Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank 

Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk 

giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau 

dalam bentuk penempatan lainnya sesuai 

dengan prinsip syariah. 

                                                           
11

A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Kompas Gramedia 

Building, 2012, hlm. 152. 
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d. Penyertaan Modal 

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank 

syariah dalam bentuk saham pada perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, 

termasuk penanaman dana dalam bentuk surat 

utang konversi (convertible bonds) dengan opsi 

saham (equity options) atau jenis transaksi 

tertentu berdasarkan prinsip syariah yang 

berakibat bank syariah memiliki atau akan 

memiliki saham pada perusahaan yang bergerak 

dalam bidang keuangan syariah.
12

 

e. Penyertaan modal sementara 

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan 

modal bank Islam dalam perusahaan untuk 

mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang 

(debt to equity swap) sebagaimana dimaksud 

dalam kentuan bank Indonesia yang berlaku, 

termasuk dalam surat utang konvesi 

(convertible bonds) dengan opsi saham (equity 

options) atau jenis transaksi tertentu yang 

berakibat bank Islam memiliki atau akan 

memiliki saham pada perusahaan nasabah.
13
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Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah...., h. 312. 
13

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 689. 



30 
f. Transaksi rekening administratif 

Transaksi rekening administratif adalah 

komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) 

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas 

bank garansi, akseptsi atau endosemen, 

Irrevocable Letter of Credit (L/C), akseptasi 

wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, 

dan garansi lain yang berdasarkan prinsip 

syariah. 

g. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank 

Indonesia sebagai bukti penitipan dana 

berjangka pendek dengan prinsip wadiah.
14

 

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan 

dengan pembiayaan adalah pembiayaan Qardh. 

Pembiayaan Qardh atau Talangan adalah 

penyediaan dana atau tagihan antara bank islam 

dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak 

peminjam melakukan pembayaran sekaligus  

atau secara cicilan dengan jangka waktu 

tertentu.
15

 

6. Kualitas Pembiayaan 
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Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah...., h. 313-314. 
15

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 689. 
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Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh 

waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran 

maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dirinci, sebagai 

berikut:
16

 

a. Pembiayaan lancar (pass) 

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat 

waktu 

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif 

3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan 

agunan tunai (cash Collateral) 

b. Perhatian Khusus (Special Mention) 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 

dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga 

yang belum melampaui 90 hari 

2) Kadang-kadang terjadi cerukan 

3) Mutasi rekening relatif aktif 

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak 

yang diperjanjikan 

5) Didukung oleh pembiayaan baru 
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Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking..., h. 742. 
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c. Kurang Lancar (substandard) 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 

kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini : 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga 

yang telah melampaui 90 hari 

2) Sering terjadi cerukan 

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan lebih dari 90 hari 

5) Dokumentasi pinjaman yang lemah 

d. Diragukan (Doubtful) 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 

diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Terhadap tunggakan angsuran pokok atau 

bunga yang telah melampaui 180 hari 

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

4) Terjadi kapitalisasi bunga 

5) Dokumentasi hukum yang lemah naik untuk 

perjanjian pembiayaan maupun pengikatan 

jaminan 

e. Macet (Loss) 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 

macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga 

telah melampaui 270 hari 

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman 

baru 

3) Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak 

dapat dicairkan pada nilai wajar. 

7. Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam 

aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, 

surat–surat berharga, persediaan, dan lain–lain. Modal 

kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta 

lancer yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja 

neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang 

lancar. Dengan perkataan lain modal kerja neto adalah 

selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang 

lancar. Pembiayaan adalah penyediaan penyediaan dana 

guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan 

dan layak memperolehnya.
17

 Pembiayaan merupakan tugas 

bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya 

pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu: pembiayaan produktif 
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 Zainul Arifin, Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka 

Alvabet, 

2006, h. 200 
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dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu 

pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, 

baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu 

pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. 

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk 

memenuhi kebutuhan: 

a. peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu 

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu 

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, 

b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility 

of place dari suatu barang.
18

 

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan 

jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerjausahanya berdasarkan 

prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan 

modal kerja maksimum 1 ( satu ) tahun dan dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan.
19

 Berdasarkan ketentuan 
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Antonio, Bank..., h. 160 
19

AKarim, Bank..., h. 234 
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pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 

10/24/PBI/2008 sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan 

atau tagihan piutang.
20

 

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja 

tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah 

uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan 

yang merupakan kombinasi dari komponen – komponen 

modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi 

maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan 

imbalan berupa bunga. Bank syariah dapat membantu 

memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan 

dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin 

hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank 

bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal ), 

sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). 

Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan 

mudharabah (trust financing ). 

8. Unsur – unsur Modal Kerja 
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Unsur – unsur modal kerja terdiri atas komponen – 

komponen alat likuid (cash), piutang dagang ( 

receivable), dan persediaan (inventory): 

a. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing) 

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidak 

sesuaian (mismatced) antara cash inflow dan cash 

outflow pada perusahaan nasabah. 

Fasilitas yang diberikan bank konvensional adalah 

fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang biasa 

disebut kredit rekening koran. Bank memperoleh 

imbalan manfaat berupa bunga atas rata–rata 

pemakaian dana. Sedangkan bank syariah dapat 

menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk 

qardh timbal balik atau yang disebut compensating 

balance. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka 

rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas 

rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami 

mismatced, nasabah dapat menarik dana melebihi 

saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai 

maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas 

fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan 

berupa apaun kecuali administrasi. 

b. Pembiayaan Piutang ( Receivable Financing ) 
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Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan 

yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik 

jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas 

modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional 

biasanya memberikan fasilitas berupa hal – hal 

berikut: 

1) Pembiayaan Piutang (Receivable Financing) 

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah 

untuk mengatasi kekurangan dana karena masih 

tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank 

meminta cessie atas tagihan kepada nasaba 

tersebut, bank berhak menagih langsung kepada 

pihak yang berhutang. 

2) Anjak Piutang (Factoring) 

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk 

pengambil alihan piutang nasabah. Untuk 

keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draft 

(wesel tagih) yang diaskep oleh pihak yang 

berutang atau promissory notes (promes) yang 

diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di – 

endors oleh nasabah. Draf atau promes tersebut 

lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar bunga 

untuk jangka waktu tertentu. Bila saat jatuh tempo 

draft atau promes tidak tertagih maka nasabah 
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wajib membayar kepada bank sebesar nilai 

nominal draf tersebut. Bagi bank syariah, untuk 

kasus pembiayaan piutang seperti tersebut diatas 

hanya dapat dilakukan dalam bentuk al – qardh 

dimana bank tidak boleh meminta imbalan 

kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak 

piutang, bank dapat memberikan fasilitas 

pengambil alihan piutang, yaitu yang disebut 

hiwalah. 

c. Pembiayaan Persediaan ( Inventory Financing ) 

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya 

kredit modal kerja yang dipergunakan untuk 

mendanai pengadaan persediaan (inventory 

financing). Bank syariah mempunyai mekanisme 

tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan 

persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan 

menggunakan prinsip jual beli (al – ba’i) dalam dua 

tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli 

dari supplier secara tunai) barang–barang yang 

dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, bank menjual 

kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh 

dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati 

bersama antara bank dan nasabah. 

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan 
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1) Perdagangan Umum 

Perdagangan umum adalah perdagangan yang 

dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang 

datang membeli barang – barang yang telah 

disediakan ditempat penjual, baik pedagang 

eceran (retailer) maupun pedagang besar (whole 

seller). Perputaran modal kerja perdagangan 

semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus 

menjaga persediaan barang. 

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan 

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau 

diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti 

perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, 

atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih 

dulu memesan barang –barang yang dibutuhkan 

kepada penjual berdasarkan contoh barang atau 

daftar barang serta harga yang ditawarkan.
21

 

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu 

mengumpulkan barang - barang yang diminta 

dengan cara membeli atau memesan, baik dari 

produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah 

terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli 

sesuai pesanan. Apabila barang telah dikirim, 
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penjual juga menghadapi kemungkinan risiko 

tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. 

9. Konsep Dasar Modal Kerja 

Konsep dasar modal kerja meliputi konsep modal 

kerja, penggolongan modal kerja, unsur–unsur modal 

kerja permanen, perputaran modal kerjadan alokasi modal 

kerja.
22

 

a. Konsep Modal Kerja 

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yakni: 

1) Modal Kerja (working capital assets) 

Modal kerja adalah modal lancar yang 

dipergunakan untuk mendukung operasional 

perusahaan sehari–hari sehingga perusahaan 

dapat beroperasi secara normal dan lancar. 

Beberapa penggunaan modal kerja antara lain 

adalah untuk pembayaran persekot pembelian 

bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain 

– lain. 

2) Modal Kerja Brutto (gross working capital) 

Modal kerja brutto (gross working capital) 

merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva 

lancar (current assets). Pengertian modal 

kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva 
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lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang 

sekali berputar akan kembali dalam bentuk 

semula. 

3) Modal Kerja Netto ( net working capital ) 

Modal kerja netto ( net working capital ) 

merupakan kelebihan aktiva lancar atas 

hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah 

tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk 

kepentingan pembayaran hutang lancar dan 

tidak boleh dipergunakan untuk keperluan 

lain. 

b. Penggolongan Modal Kerja 

Berdasarkan penggunaanya, modal kerja dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 golongan yaitu: 

1) Modal kerja permanen 

Modal kerja permanen berasal dari modal 

sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. 

Sumber pelunasan modal kerja permanen 

berasal dari laba bersih setelah pajak 

ditambah dengan penyusutan. 

2) Modal kerja seasonal 

Modal kerja seasonal bersumber dari modal 

jangka pendek dengan sumber pelunasan dari 

hasil penjualan barang dagangan, penerimaan 
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hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil 

produksi. 

c. Unsur – unsur Modal Kerja Permanen 

Unsur – unsur modal kerja permanen terdiri : 

1) Kas 

Kas perusahaan harus dipelihara dalam 

jumlah yang cukup agar dapat memenuhi 

kebutuhan setiap saat diperlukan 

2) Piutang dagang 

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan 

kepada pelanggan merupakan salah satu 

strategi mengantisipasi persaingan dengan 

tujuan untuk menjaga keberlangsungan 

hubungan dengan pelanggan. 

3) Persediaan ( stock ) bahan baku 

Jumlah persediaan atau stock bahan baku 

yang selalu tersedia di perusahaan dapat 

digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu: 

a) Stock untuk memenuhi kebutuhan 

produksi normal. 

b) Stock untuk antisipasi guna kontinuitas 

produksi (iron stock). 

10.  Perputaran Modal Kerja 



43 
Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung 

oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan 

penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai 

dengan batas maksimum kapasitas yang ada 

membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal 

kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari 

hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan 

untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi 

dapat berkesinambungan. 

B. Akad Mudharabah 

1. Pengertian Akad Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul 

atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih 

tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usahanya. Mudharabah adalah akad 

kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
23

 

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan 

berdasarkan syariah yang digunakan sebagai transaksi 

pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para 

pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan 

unsure terpenting dalam transaksi pembiayaan 
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mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah 

kepercayaan dari shahibul maal kepada mudharib, 

kepercayaan merupakan unsure terpenting, karena dalam 

transaksi mudharabah, shahibul maal tidak boleh meminta 

jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut 

campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul maal 

hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada 

mudharib.
24

 

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana 

dari pemilikdana (shahibul maal) kepada pengelola dana 

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang 

sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara 

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya.
25

 

a. Jenis – jenis akad mudharabah 

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai 

berikut : 

a) Mudharabah Mutlaqah 

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terkait 

kerjasama antara bank (shahibul maal) dengan 

nasabah (mundharib) dalam menjalankan usaha 
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yang cakupannya sangat luas, tanpa larangan atau 

gangguan apapun urusan yang berkaitn dengan 

proyek itu tidak terikat dengan waktu, tempat, 

jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak 

terkait ini pada usaha perbankan syariah 

diaplikasikan pada tabungan dan giro. Atau 

mudharabah untuk kegiatan usaha yang 

cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai 

perrmintaan pemilik dana.  

b) Mudharabah Muqayadah 

Mudharabah muqayadah (investasi terikat) yaitu 

pemilik dana atau shahibul maal membatasi atau 

member syarat kepada mudharib dalam 

pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk 

melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, 

waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang 

mencampurkan rekening investasi terkait dengan 

dana bank atau dana rekening lainnya pada saat 

investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya 

pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin 

atau jaminan. Bank diharuskan melakukan 

investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, 

dalam investasi terkait ini pada prinsipnya bank 
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sebagai agen saja dan atas kegiataan tersebut bank 

menerima imbalan berupa fee. Atau mudharabah 

muqayyadah adalah mudharabah untuk kegiatan 

usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai 

permintaan pemilik dana.
26

 

b. Manfaat akad mudharabah 

Akad mudharabah mempunyai manfaat bagi bank 

maupun bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada 

saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 

2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil 

kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi 

disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha 

bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami 

negative spread. 

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan 

dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah 

sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4) Bank akan lebih selektif dan hati – hati (prudent) 

mencari usaha yang benar – benar, aman, dan 

menguntungkan karena keuntungan yang konkret 
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dan benar – benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 

5) Prinsip bagi hasil dalam al – mudharaba atau al –

musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap dimana bank akan menagih penerima 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap 

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, 

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
27

 

c. Risiko al – Mudharabah 

1) Side streaming; nasabah menggunakan dana itu 

bukan seperti yang disebut dalam kontrak. 

2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila 

nasabahnya tidak jujur.
28

 

 

 

d. Rukun Mudharabah 

Faktor – faktor yang harus ada (rukun) dalam akad 

mudharabah adalah: 

1) Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha ) 

Jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama 

dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu 
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factor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Factor 

pertama pelaku, didalam akad mudharabah 

minimal ada dua pelaku, pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik modal (shahibul maal), 

sedangkan pihak kedua bertindak sebagai 

pelaksana usaha (mudharib). Atau lebih 

singkatnya pelaku harus ada minimal dua pelaku. 

Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul 

maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai 

pelaksana usaha (mudharib). 

2) Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Faktor kedua ( objek mudharabah ) merupakan 

konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan 

oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan 

modalnya sebagai objek mudharabah, 

sedangakan pelaksanausaha menyerahkan 

kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang 

diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang 

dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja 

yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, 

ketrampilan, skill, dsb. Tanpa dua obyek ini akad 

mudharabah tidak ada. Para fuqaha sebenarnya 

tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk 

barang, harus uang tunai karena barang tidak 
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dapat dipastikan taksiran harganya dan 

mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal 

mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi 

membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan 

setoran modal usaha disepakati pada akad oleh 

mudharib dan shahibul maal. Yang jelas tidak 

boleh adalah modal mudharabah yang belum 

disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya 

mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran 

modal, berarti shahibul maal tidak memberikan 

kontribusi apapun padahal mudharib telah 

berkerja. Para ulama syafi’I dan maliki melarang 

hal itu karena merusak sahnya akad. 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab – qabul) 

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah 

pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an – 

taraddinminkum (sama – sama rela). Disini kedua 

belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

meningkatkan diri dalam akad mudharabah. Si 

pemilik dana setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana 

usaha pun setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerja. 

4) Nisbah keuntungan 
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Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang 

khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada 

pada jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan 

yang berhak diterima oleh kedua pihak yang 

bermudharabah atau berkerjasama. Mudharib 

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan 

shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan 

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan 

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua 

belah pihak mengenai cara pembagian 

keuntungan.
29

 

 

2. Landasan Hukum Mudharabah 

a. Landasan Al Quran 

1) QS. Al – Muzzamil 20 

 ِ  وَآخَرُونَ يضَْرِبىُنَ فيِ الْْرَْضِ يبَْتغَُىنَ مِهْ فضَْمِ اللَّه

Artinya: dan orang – orang yang berjalan di muka 

bumi mencari sebagian karunia Allah... ( QS. Al –

Muzzamil 20 ) 

2) QS. Al – Jumuah 10 

مِ  تغَُىاْ مِه فضَأ ضِ وَٱبأ رَأ هىَٰةُ فٲَوتشَِرُواْ فيِ ٱلْأ  فإَرَِا قضُِيتَِ ٱنصه

هحُِىنَ   َ كَثيِرا نهعَههكُمأ تفُأ كُرُواْٱللَّه ِ وَٱرأ    ٠١ٱللَّه
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Artinya: apabila telah di tunaikan shalat maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah 

karunia Allah.... ( QS. Al – Jumuah 10 ) 

b. Landasan Al – Hadis 

1) HR. Malik 

يِ أنَه  ًِ عَهْ جَذِّ حْمَهِ عَهْ أبَيِ ثىَيِ مَانكِ عَهْ انْعَلََءِ بْهِ عَبْذِ انره و حَذه

بْحَ بيَْىهَمَُاعُثْمَانَ  ًِ عَهىَ أنَه انرِّ ا يعَْمَمُ فيِ بْهَ عَفهانَ أعَْطاَيُ مَالًا قرَِاضا  

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` 

bin Abdurrahman dari Bapaknya dari Kakeknya 

bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya 

pinjaman harta untuk berdagang dengan 

persyaratan; untungnya dibagi antara mereka 

berdua (H.R. Malik nomor 1196). 

2) HR. Ibnu Majah 

ثىَاَ  ارُ حَذه ثىَاَ بشِْرُ بْهُ ثاَبتٍِ انْبزَه لُ حَذه ثىَاَ انْحَسَهُ بْهُ عَهيٍِّ انْخَلَه حَذه

حْمَهِ بْهِ دَاوُدَ عَ  هْ صَانحِِ بْهِ صُهيَْبٍ وصَْرُ بْهُ انْقاَسِمِ عَهْ عَبْذِ انره

ًِ وَسَههمَ ثلَََثٌ فيِهِهه انْبرََكَتُ  ُ عَهيَْ ِ صَههى اللَّه ًِ قاَلَ قاَلَ رَسُىلُ اللَّه عَهْ أبَيِ

عِيرِ نهِْبيَْتِ لًَ نهِْبيَْعِ   انْبيَْعُ إنِىَ أجََمٍ وَانْمُقاَرَضَتُ وَأخَْلََطُ انبْرُِّ باِنشه

Dari Shalil bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW 

bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat 

keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

( mudharabah ), dan mencampuradukan dengan 
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tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual 

(Hr. Ibnu Majah No 2280).
30

 

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, 

memutuskan menetapkan: FATWA TENTANG 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 

a. Pertama: Ketentuan Pembiayaan: 

1) Pembiayaan Mudharabah adalah 

pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 

produktif. 

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai 

shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak 

sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

3) Jangka waktu usaha, tatacara 

pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan 

                                                           
30

Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: 

Ekonisia, 2003, 

hlm. 66 
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kesepakatan kedua belah pihak ( LKS 

dengan pengusaha ). 

4) Mudharib boleh melakukan berbagai 

macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syariah; dan 

LKS tidak ikut serta dalam managemen 

perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 

hak untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan. 

5) Jumlah dana pembiayaan harus 

dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 

tunai dan bukan piutang. 

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung 

semua kerugian akibat dari mudharabah 

kecuali jika mudharib ( nasabah ) 

melakukan kesalahan yang disengaja, 

lalai, atau menyalahi perjanjian 

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan 

mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta 

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan 
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pelanggaran terhadap hal – hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

8) Kriteria pengusaha, prosedur 

pembiayaan, dan mekanis mepembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan 

memperhatikan fatwa DSN. 

9) Biaya operasional dibebankan kepada 

mudharib. 

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak 

melakukan kewajiban atau melakukan 

pelanggaran terhadap kesepakatan, 

mudharib berhak mendapat ganti rugi 

atau biaya yang telah dikeluarkan. 

b. Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1) Penyedia dana (shahibul maal) dan 

pengelola (mudharib) harus cakap 

hukum. 

2) Pernyataan ijab dan kabul harus 

dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad), dengan 

memerhatikan hal – hal berikut: 
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a. Penawaran dan penerimaan harus 

secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak ( akad ). 

b. Penerimaan dari penawaran 

dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, 

melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara–cara komunikasi 

modern. 

d. Modal ialah sejumlah uang danatau 

aset yang diberikan oleh penyedia 

dana kepada mudharib untuk tujuan 

usaha dengan syarat sebagai berikut: 

a) Modal harus diketahui jumlah 

dan jenisnya. 

b) Modal dapat berbentuk uang atau 

barang yang dinilai. Jika modal 

diberikan dalam bentuk aset, 

maka aset tersebut harus dinilai 

pada waktu akad. 

c) Modal tidak dapat berbentuk 

piutang dan harus dibayarkan 

kepada mudharib, baik secara 
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bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad. 

e. Keuntungan Mudharabah adalah 

jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat 

keuntungan berikut ini harus 

dipenuhi: 

a) Harus diperuntukkan bagi kedua 

pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

b) Bagian keuntungan proporsional 

bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu 

kontrak disepakati dan harus 

dalam bentuk presentase (nisbah) 

dari keuntungan sesuai 

kesepakatan. Perubahan nisbah 

harus berdasarkan kesepakatan. 

c) Penyedia dana menanggung 

semua kerugian akibat dari 

Mudharabah, dan pengelola tidak 

boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari 
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kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

f. Kegiatan usaha oleh pengelola 

(mudharib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan 

oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal – hal berikut: 

a) Kegiatan usaha adalah hak 

eksklusif mudharib, tanpa 

campur tangan penyedia dana, 

tetapi ia mempunyai hak untuk 

melakukan pengawasan. 

b) Penyedia dana tidak boleh 

mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang 

dapat menghalangi tercapainya 

tujuan Mudharabah, yaitu 

keuntungan. 

c) Pengelola tidak boleh menyalahi 

hukum Syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan 

dengan Mudharabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktivitasitu. 
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c. Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum 

Pembiayaan: 

1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode 

tertentu. 

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) 

dengan sebuah kejadian di masa depan 

yang belum tentu terjadi. 

3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak 

ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad 

ini bersifat amanah (yad al – amanah), 

kecuali akibat dari kesalahan disengaja, 

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan diantara kedua belah pihak, 

maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.
31
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 Perjanjian 

PROYEK/

USAHA 

PEMBAG

IAN 

MODAL 

Bank Nasa

bah 

 

3. Skema Pembiayaan Mudharabah 

 

Skema al - Mudharabah 

       

 

 

        KEAHLIAN                     MODAL 100% 

                                                             

 

    Nisbah       Nisbah  

                  X%                                                                                

Y% 

 

                                                                                                                     

Pengembalian    modal pokok 

 

  

Keterangan skema mudharabah : 

Bank (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) meyepakati 

akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 

100% dari bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Proyek 
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usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai 

nisbah jika rugi ditanggung pemilik dana (bank).
32
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